DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

@(0261) 201229, Fax : (0261 ) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 171/13 /KEP.DPRD/2009
Lampiran : —
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERA
KABUPATEN SUMEDANG :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang . a bkahwa 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang sebagaimana disampaikan oleh Bupati Sumedang
telah dikaji oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang dan dibahas bersama oleh Panitia Khusus
Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan
Pemerintah Kabupaten Sumedang.

b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang dapat menyetujui 3 (Tiga) buah
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

c. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang terhadap 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada huruf b,
harus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia
Nomor 3041);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)



®
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, tambahan Lembaran
Negara Replubik Indonesia Nomor 3617);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 33);

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999  Tentang
Penyelenggaraan negara Yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usana
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297);



13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4355);

14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Replubik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Replubik Indonesia Nomor 4389);

15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Replubik Indonesia Tahyun 2004 Nomor 66, tambahan
Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4400),

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Replubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4421);

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia
Nomor 44 37); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan ke 2 atas' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Replubik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Replubik Indonesia Nomor 4844);

18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4438);

19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia
Nomor 4723); '

20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor
4724),

21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4756);



22. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4756);

23. Und.ang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Replubik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Replubik
Indonesia Nomor 4866);

24. Uncang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 5038);

25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, , Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Replubik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Replubik Indonesia Nomor 5043),

@ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Replubik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Replubik
Indonesia Nomor 5049);

27.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 5063);

28. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 5071);

29 Peraturan Pemerintan Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Keduduakan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

31.Peraturan Pemerintan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),

32.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/ Darah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4488),



33.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

34.Peraturan Pemerirtah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

35.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4547);

36.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

37.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

38.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

39.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
P.2publik Indonesia Nomor 4578),

40.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasaan Penyelengaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

41.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);

42 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



43, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

44 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

45 Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

46.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4761),

47.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

48.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Renyelenggaraan Penangqulangan-Bencana(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
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49. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah
dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4830);

50. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penaggulangan Bencana ;

51.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 1997 tentang

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/
Barang Daerah

52.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
P_edoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman P
ik engelolaan Keuangan



93.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional;

54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

55.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

56.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan

Bencana Daerah;

57.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/NI/1997
Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;

58.Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan

Penaggulangan Bencana Daerah;

59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 6 Seri E)

60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggran Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2007 Nomor 1 Seri E)

61.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E)

62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005 — 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

63.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);



84 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

65.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2008 Nomor 14);

66-Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

67.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang
Kepada Pihak ke 3 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 13);

68.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
’ Sumedang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang tanggal 23 Desember 2009

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU : Menyetujui 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Pembentukan  Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang ;

2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pananaman Modal di
Kabupaten Sumedang ;

3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pola Tarif Rumah sakit
Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDUA - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Desember 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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ASEP ELY GUNAWAN Drs. H. SARNATA Ir. EDI ASKHARI

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Sumedang.



